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Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Rl Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga vyang
dipimpinnya.

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah
satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Llaporan
Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan vyang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis
akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan
akuntabel.

Laparan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai
laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan
transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang.
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Padang Panjang, 31 Desember 2021

" NIP.19641231 198302 1001

| Kata Pengantar -
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PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Jin. H. Agus Salim No.04 Telp. (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

Pernyataan Tanggung Jawah

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran

dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 31 Desember 2021

Kua_sa Pdbegguna Anggaran,

G Mretaris
A o)

NIP. 19641231198302 1 001
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Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah
dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL} yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku

pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran [DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja,

selama periode 1 Januari 2021 5.d. 31 Desember 2021,

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester || TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan
Pajak sebesar Rp1.591.368 atau mencapai 99,71 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp

1.596.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester Il TA 2021 adalah sebesar Rp 2.977.796.949 atau
mencapai 99,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.006.789.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat
disajikan sebagai berikut:

| Ringkasa_
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Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Desember TA 2021 dan 2020

{dalam satuan Rupiah)
TA 2021 TA 2020
Uraian
Anggaran Realisasi % real, Thd anggaran Realisasi
Pendapatan Negara 1.596.000 1.591.368 99,71 1.856.596
Belanja Negara 3.00€,785.000 2.977.796.949 99,04 2.940.931.930
2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana

per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Meraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang
diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah
diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
171/PMEK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.390.469.223, yang terdiri
dari : Aset Lancar sebesar Rp 40.134.333; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan)
sebesar Rp10.350.334.890; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 2.321.900 dan Rp 10.388.147.323.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desemnber 2020
{dolam sotuan Rupiah)

Periode Neraca Kenaikan/Penurunan
Uraian
2020 Rp

Aset

Aset Lancar 40.134.333 23,533,100 16.601.233 70,54
Aset Tetap 10.350,234.290 10.467.707.968 (117.373.078) {1.12)
Aset Lainhya 2.321.300 1.961.738 360.162 18,35
Jumlah Aset 10,390.469.223 10.491,241.068 [100.771.845)

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 2.321.900 1.961.738 360.162 1835

Jumiah Kewajiban 2.321.900 1.961.738 360.162

Ekuitas

Jumiah Ekuitas 10.382.147.323 10.489.279.330 {101.132 007)

Jumiah Kewajiban dan Ekuitas 10.390.459.223 10.491.241,068 [101.771.845)

| Ringkasan _
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3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus{defisit) dari
operasi, surplus{defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa, dan surplus{defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.591.368,
sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.079.286.165 sehingga terdapat surplus(defisit)
dari Kegiatan Operasional senilai Rp (3.077.694.797). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos
Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp0 dan surplus (defisit) sebesar Rp0,00

sehingga entitas mengalami surplus{defisit) -LO sebesar Rp (3.077.694.797).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah
sebesar Rp 10.485.279.330 dikurangi defisit-LO sebesar Rp {3.077.694.797), ditambah dengan
koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.976.562.790 sehingga
Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 10.388.147.323,

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca. Termasuk pula dalam CalK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penvajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui
berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode
yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis

akrual,

Dalam penvyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

o
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timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan

dari rekening kas negara.
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I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
( dalam satuan Rupiah)

TA 2021 TA 2020
Hiraian Catatan

Realisasi Realisasi

Anggaran

% thd Angg

A. Pendapatan

1. Penerimaan Negara B.1 1.596.000 1.591.368 99,71 1.856.596
Bukan Pajak
Jumiah Pendapatan 1.596.000 1.591.368 99,71 1.856.596
B. Belanja B.2
1. Belanja Pegawai B.2,1, 2.039.533,000 2.031.161.594 99,04 2.032.724.763
2. Belanja Barang B.2.2, 929.756.000 909,135,355 99,59 883.207.167
3. Belanja Modal B.2.3, 37.500.000 37.500.000 100,00 25.000.000
Jumlah Belanja 3.006.789.000 2.977.796.949 99,04 2.940.931.930

*Silohkan lihat Catatan atas Laporon Kevangan pada Ba
fnl.

gian V yang merupakan bogian yang tidak terpisahkan dori Laporan Kevangan

l. Laporan Realisasi Anggaran
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[I. Neraca

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(dalam satwan Rupiah)

Uraian Catatan 31 Desember 2021 31 Desember 2020

Aset Lancar C.1
Kas dan Bank
Belanja dibayar dimuka (prepaid) =5 1 B 3,128,583 0
Persediaan c1 2 37.005.750 23.533.100
Jumlah Aset Lancar 40,134,333 23.533.100
Aset Tetap c.2
Tanah c.2, 1, 7.652.500.000 7.652.500.000
Peralatan dan Mesin €2, 2. 1.841.179.553 1.831.022.753
Gedung dan Bangunan €23, 2,835.182.000 2.835.182.000
Aset Tetap Lainnya C.2. 4, 47.003.849 46.646.640
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C2.5 {2.025.530.512) (1.897.643,425)
Jumlah Aset Tetap 10.350.334.890 10.467.707.968
Aset Lainnya C.3
Aset tak Berwujud C3. 1L 26.800.000 26.800.000
Aset Lain-Lain 3.2 27.343.200 1]
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset c3. 3. (54.143.200) (26.800.000)
Lalnnya
Jumlah Aset Lainnya 0 o
Jumlah Aset 10.390.469.223 10.491.241.068

Kewajiban Jangka Pendek c4
Utang Kepada Pihak Ketiga c4, 1, 2.321.800 1.961.738
Uang Muka dari KPPN c.4. 2, 0 ]
Jumlah Kewaijiban langka Pendek 2.321.900 1.961.738

| 1. Neraca
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Jumlah Kewajiban 2.321.900 1.961.738
Ekuitas C.5 10.388.147.323 10.489,279.330
Jumlah Ekuitas 10.388.147.323 10.489.279,330

*silahkan lihat Catatan atas Loporan Keuangan pada Bagian V yang merupokan bagian yong tidak terpisahkan dari Laporan Kewangan
ini.

| I Naraﬁ—_
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[1I. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

LAPORAN KELANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian

Kegiatan Operasional

Pendapatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan
Beban
Behban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Penyusutan dan Amortisasi
lumlah Beban
surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional
Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus {Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa

Surplus [Defisit) Laporan Operasional

(dalam satuan Rupiah)
31 Desember 2021

Catatan

D.1

1.591.368

2.031.161.594

17.221.350
579.730.133
222.332.801

73.610.000
155.230.287

1.563.393.820

(3.077.694.797)

{3.077.694.797)

(3.077.694.797)

31 Desember 2020

1.856.596

2.032.724.763

17.803.750
534.498.328
245.353.896

77.301.600

193.984.424
1.473.148.828

{3.099.810.165)

583.600

567.800

15.800

{3.099.794.365)

0

(3.099.794.365)

“Sitahkan lihat Catotun otos Loporan Kevangan pada Bagian V yang merupakan bagion yang tidok terpisohkan dari Laporan Keuangan

1.

| lll. Laporan Operasional




IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS




LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
[ETTeE T el gF - ENENRARVIIET  SEVIESTERAN 2020

[V. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)
Uraian Catatan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Ekuitas Awal E.1 10.489.279.330 10.645.998.361
Surplus (Defisit) Laporan Operasional E.2 {3.077.694.797) (3.099.794.365)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan E.3 V] 0

Akuntansi [Kesalahan Mendasar Koreksl Yang
Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Selisih Revaluasi Aset E. 3, 0 0
Koreksi Nilal Aset Tetap Non Revaluasi E. 3. 2. 1] 1]
Lain-Lain (Koreksi LO) E. 3. 3. 1] 0
Transaksi Antar Entitas E. 4 2.976.562.790 2.939.075.334

Ekuitas Akhir S 10.388.147.323 10.489.279.330

*sitahkan fihat Catatan atas Laporan Keuangan pade Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahken dori Loporan Keuangan
i,

| V. Laporan Perubahan Ekuitas “
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V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Padang
Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan
Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih, merdeka, bebas dari
pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-
Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang
Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53
Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsinya adalah :

Tugas Pokok :

1. Menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Perdata (khusus
hukum Islam) dalam Tingkat Pertama;

2. Memberkan Pengarahan, Bimbingan dan Petunjuk kepada jajaran Pengadilan
Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial, administrasi perkara
maupun administrasi umum, perlengkapan, pembangunan, keuangan dan
kepegawaian;

1. Memberikan Pengarahan, Bimbingan dan Petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama
Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial administrasi perkara maupun
administrasi umum perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian;

2. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi
perkara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok;

3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan membentuk Hakim
Pengawas Bidang dan mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku pejabat
fungsional dan struktual yaitu Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Sekretaris,
Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kepala Sub Bagian dan Jurusita Pengganti;

4. Memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum |slam
pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

V. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Umum _
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5.

dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomeor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

Landasan Yuridis.

10.

11.

. Undang-undang No. 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
Undang-undang No.8& Tahun 1974 Junctc Undang-undang No. 43 Tahun 1999
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No, KMA/O07/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994
tentang memberiakukan Buku | dan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VII/2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang
Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam
melaksanakan tugas pengawasan.

Buku | dan Buku Il Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Surat Menteri Keuangan RI Nomor. DIPA-005.01.2.401962/2016 fanggal 07
Desember 2016, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun Anggaran 2018.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.l. tanggal 2 Januari 2008 No.
02/Sek/SK/I/2011  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung R.l. dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2016.

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun
2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011.

V. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Umum 16
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Visi Mahkamah Agung adalah “‘TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola
oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran
sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

o A B

Menjaga kemandirian badan peradilan.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi
Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Sesuai dengan Visi
Mahkamah Agung R.I, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung’,
maka Visi Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu: Terwujudnya Pengadilan
Agama Padang Panjang Yang Agunag;

Misi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah :

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang ;
b. Mewujudkan Pelayanan prima yang berkeadilan;

c. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang Modern;

d. Meningkatkan kredibilitas, transparasi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama

Padang Panjang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang
melakukan beberapa langkah Sasaran Strategis sebagai berikut:
a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang
Panjang menyadar hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam
penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat
standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan

sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh

V. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Umum



E=IEICIEIENE | APORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
ETsDIELRSVEREERE SEMESTERAN 2021

dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan
pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase penurunan sisa perkara;
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali;
e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
b) Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama
Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses
penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara, antara lain :
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu;
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam wakiu 1 hari sejak diputus.
c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil,
sebagai berikut
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;

e o oo

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (posbakum).
d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan:
Untuk mewujudkannya diperiukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil
berupa :
1. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
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A.2Z. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek
keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Megara (SIMAK-BMN). SAl dirancang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN
adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan
penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis
kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai

wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
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sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang
menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata

uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester || Tahun 2021 telah mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan prakiik-praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Keuangan Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

® Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.

= Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

= Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumiah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

* Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

e Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

* Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
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Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaparan

Keuangan adalah sebagai berikut:

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan
periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda
atau dokumen lain yang dipersamakan

» Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan hruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikampensasikan dengan pengeluaran).

s Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3.) Belanja

* Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran vyang
bersangkutan vyang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

e Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

* Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

¢ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

* Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekenomi atau potensi jasa.

» Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas

Laparan Keuangan.
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(5.) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

* Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

= Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah Bl pada tanggal neraca.

= Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan

disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

» Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

» Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk- mendukung kegiatan operasional pemerintah,
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dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

s Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:
= harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
= harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

= harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

b. AsetTetap

o Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun.

e Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

s Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

=  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yvang nilainya sama dengan atau lebih dari Rpl1000.000

(tiga ratus ribu rupiah);

= Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);

* Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalanfirigasifjaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

V. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Umum -




(EIEICIEIE RN | APORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

N ERRCSIE R SEVIESTERAN 2021

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau
akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinila
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar
oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapken oleh Badan Pemeriksa Keuangan
kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum

mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau
bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang
melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian

dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

®

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dan 12
(dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
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o Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di
Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka

Pendek Lainnya.

o Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

» Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Ekuitas
periode

merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Utang Tidak Tertagih

Panyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan
kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan
mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada
tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer:
69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Bendahara Umum Negara.

V. Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan Umum




EIEIEDEIEEN LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Il RNCHED I SEMIESTERAN 2021

Tabe! 4 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisibian

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 0.5%
tempo
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 50%
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 100%
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2, Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DIKN

(9.) Penvusutan Aset Tetap

®* Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan
penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
No.01/PMK.06/2013 sebagaimana  diubah dengan PMK No.
90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

¢ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah

2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah
atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan,

s Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap

akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

= Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

= Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
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Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d, 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan S s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun
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B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Padang Panjang telah mengadakan revisi
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan perubahan
rencana penarikan atau rencana penerimaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber

pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 6 Revisi Anggaran

2021
Uralan m\ﬁ;al Anggaran o
Setelah Rewisi
Pendapatan
| Pendapatan Negara Bukan Pajak 1.596.000 | 1.596.000

Jumiah Pendapatan 1.596.000 1.596.000

Belanja
Belanja Pegawai 2.039.533,000 2.039.533.000
Belanja Barang ‘ 929.756 _l.‘.lCit'.‘lJ ~ 929.756.000
Belanja Modal 37.500.000 37.500.000
Jumlah Belama 3.006,789.000 2.006 300

B.1. Pendapatan

Reolisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah
Pendapatan: Rp
1.591.568 sebesar Rp 1.591.368 atau mencapai 99,71 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp 1.596.000. Keseluruhan Pendapatan yang diterima oleh
Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak

{PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desamber 2021

{dalam satwan Rupioh)
Uraian Estimasi Pendapatan Realisasi
1 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, 1.596.000 1.591.368 95,71
dan Bangunan

Total Pendapatan 1.596.000 1.591.368

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami mengalami penurunan dibanding realisasi

pendapatan TA 2020. Pendapatan ini berasal dari kelebihan setar sewa rumah dinas
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Realisast

Belanja Negara
*Bp
2.977.796.949

PA Padang Panjang yang berjumiah 1 unit.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini ;

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuonr Rupiah)

Parubahan

Ursian
Rp

Pendapatan Sewa Tanah,
Gedung, dan Bangunan

{260.596} (14,03)

2 Penerimaan Kembali 0 0 o 0
Persekot/Uang Muka Gaji

Total Pendapatan 1.591.368 1.856.596 [260.556) (14,03}

Perkembangan pendapatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di
bawah ini, P1 merupakan pendapatan nomor urut 1 pada table 8 dan P2 untuk

pendapatan urut 2 yakni :

Grafik 9 Perkembangan PNBP Tahun 2021 dan 2020

2.000.000
1.500.000 .\.
1.000.000
500.000
0 & i

2020 2021

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2021
adalah sebesar Rp 2.977.796.949 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau
sebesar 99,04 persen dari anggaran senilai Rp 3.006.789.000. Rincian anggaran dan
realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
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Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
{dalam satuon Rupiah)
F1Desember 2021

Uraian
Realisasi
Belanja Pegawal 2.039.533.000 2.031.161.621 99,59
Belanja Barang $29,756.000 909.135.355 97,78
Belanja Modal 37.500.000 37.500.000 0

Tatal Belanja Bruto 3.006, 789.000 2.977.796.976

Pengembalian Belanja 0 27 0

Tatal Belanja Netto 3.006.789.000 2.877.796.949 99,04

Kompasisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Grafik 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
{dalom satuon Rupich)

2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.0:00,000

500,000,000

v] -— — e
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
m Pagu 2.039.532.000 929.756.000 37.500.000
| Realisasi 2.031.161.594 939,135,355 37,500.000

Dibanding tahun 2020, realisasi belanja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar

Rp21.476.369 atau sebesar 1,2 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan realisasi belanja barang pada tahun 2021.
2. Adanya peningkatan pagu belanja modal tahun 2021.
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Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020

(delam satuan Rupiah)
Maik {Turun)
Uraian A2on TA 2020
Rp %
Belanja Pegawal 2.031.161.594 2.032.724.763 (1.563.169) (0,07}
Belanja Barang 509,135,355 £83.207.167 25.928.188 2,93
Belanja Modal 37.500.000 25.000.000 12.500.000 50

2.977.796.,949 2.940.931.930 36.865.019

B.2.1. Belanja Pepawai

";:Eﬂ_ﬂ' Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Aﬁama Padang Panjang per 31 Desember 2021
nja

Pegawal : Rp dan TA 2020 adalah sebesar Rp 2.031.161.594 dan Rp 2.032.724.763.
2.031.161.594

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 0,07 persen. Hal ini antara
lain disebabkan oleh:

1. Adanya pengurangan Pegawal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian TA 2021 TA 2020 Maik{Turun)

Belanja Gaji Pokok PNS 951.626.380 912.990.800 36.635.580 423
Balanfa Pembulatan Gajl PNS 15,305 12711 2.567 20,19
Belanja Tun]. Suami/istri PNS 69.543.700 66.986.000 2.557.610 3,81
Belanja Tunj, Anak PNS 27.541.436 26.406,918 1.134.518 3,31
Balanja Tunj, Struktural PNS 28.140.000 28.140.000 [ 0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS 652.235.000 704.845.000 (56.610.000) (7.48)
Belanja Tun/. PPh PNS 69.914.280 81.506,684 (11.592.908) {14,22)
Belanja Tunj. Beras PNS 61.991.520 51.997.560 9.993.960 19,22
Belanja Uang Makan PNS 153.374.000 152.624.000 10.750.000 7.04
Belanja Tunjangan Umum PNS 6.780.000 7.400.000 {435.000) (6,02)
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Total Belanja Brutto ! 161,62 2.032 9049763 (1.748.142)

Pengembalian Belanja 27) [185.000)

Total Belanja Netto 2.031.161.594 2032724 763 1.563.169 (o,07)

B.2.2.  Belanja Barang

Reafisas] Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2021
Belonjo Borang:

Ap 902.135.355 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 909.135.355 dan Rp 883.207.167.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,93% dibanding tahun

anggaran yang lalu, Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan belanja barang operasional untuk keperluan operasional perkantaran
2. Kenaikan belanja Jasa khususnya belanja sewa rumah dinas hakim

3. Terdapatnya akun belanja barang non operasional penanganan Covid 19 yang

dimana tahun 2020 akun tersebut tidak ada

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020
(dolam satuan Rupiah)

Th 2021 Perubahan

Uraian
Realisasi

Belanja Barang Operasional 357

Belanja Barang Non Operasional 4,033,500 0 4,033,500 100
Penanganan Covid 19

Belanja Barang Persediaan 46,186,300 46,425,200 (238.900) {0,51)
Belanja Jasa 51.887.854 28,153,070 13.103.486 84,30
Belanja Pemeliharaan 206.840.501 222.923.046 (16.082.545) {7.21)
Belanja Perjalanan Dinas 73,610,000 77.301.600 {3.691.600) 14,77)

otal Belanja Brutto 809,135,355 883.207.167 25.928.188

Pengembalian Belanja

otal Belanja Metto 909.135.3 283 207.167
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b ctal Belanja Brutto 37.500.000 25.000.000 12.500.000

Pengembalian Belanja

otal Belanjs Netto 37.500.000 25.000.000
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C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancor: Rp

40.134.333 (1. Aset Lancar

Kos di
Bendohara
Pengeluaran:
Rp0O

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing
sebesar Rp40.134,333 dan Rp 23.533.100.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau
dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
{dalam satuan Rupiah)

raian TA 2021

Belanja dibayar dimuka 3.128583

Persediaan 37.005.750 23.533.100

Tatal Azet Lancar 40.134.333 23.533.100

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 yvang merupakan kas yang dikuasai,
dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang
Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara

per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 18 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dolam l."r.run Rupiah)

: I Uang Tunal (1] o

2. Bank o o
3 Kwitansi o 1]
4, Selisih *) 1] 1]
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Jumlah 0 o

*) Selisih pencatatan karena tidak ada uang kecil

.12, Persediaan

persediaon: Rp persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah
37.005.750

sebesar Rp 37.005.750 dan Rp 23.533.100. Persediaan merupakan jenis aset dalam

bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional,

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai

berikut:

Tabel 19 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uralan 30 Juni 2021 31 Desamber 2020

1 Barang Konsumsi 29.862.350 20.151.400

z Bahan Untuk Pemeliharaan 7.143.400 3.381.700

37.005.750 23.533.100

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Kondisi dan
nilai tersebut berdasarkan hasil opname fisik persediaan yang dilakukan tanggal 31
Desember 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Stock Opname Persediaan nomor W3-
A8/1879/0T.01.2/X11/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam

data pendukung laporan keuangan ini.

Aset Tetap : Rp
10.350.334.58% (2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar
Rp10.350.334.890 dan Rp 10.467,707.968. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam

kegiatan operasional entitas.
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Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai

berikut :

Tabel 20 Rincian Aset Tetap
{dalam satuan Rupiah)

Uraian TA 2021 TA 2020 Perubahan
1 Tanah 7.652.500.000 7.652.500.000 0
2 Peralatan dan Mesin 1.841.179.553 1.831.022.753 10.156.800
3 Gedung dan Bangunan 2.835.182.000 2.835.182.000 0
4 Aset Tetap Lainnya 47.003,849 46,645,640 357.209

Jumlah 2.375.865.402 12.365,351.393 10.514.009

5 Akumulasi Penyusutan (2.025.530.512) (1.897,643,425) (127.887.087)

Milai Buku Aset Tatap 10.350.334.890 10.467.707.968 (117.373.078)

C2.1. Tanah

Tanah:Rp  Nijlai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tidak
7.652.500.000

ada perbedaan, yaitu sebesar Rp 7.652.500.000. Dalam tahun 2021 ini tidak ada

mutasi aset tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Saldo Tanah

Ney, N, Sertifikat Lokasi Atas Nama Peruntuksn Luas [mfl

1 © sgfzom1 Ml Pemerintah RI cq. Kantor PA, 2510  6.275.000.000
Salim No. 04 Mahkamah Agung Padang Panjang
% " 02/2008 J. Perintis  Pemerintah Rlcq.  Rumah dinas " 851 1.377.500.000
Kemerdekaa Mahkamah Agung Ketua
n Mo. 06
Jumiah 1061 7.652,500.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin
Pﬂi:z" ﬂ:ﬂ Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31
n : Rp
1.841.172.553  Desember 2020 sebesar Rp 1.841.179.553 dan Rp 1.831.022.753.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Saldo per 31 Desember 2020 1.831.022.753
Mutasi Tambah
Pambelian 37.500.000
Transfer Masuk 357.209
Reklasifikasi dari Aset lainnya ke Aset Tetap 2.534.000
Mustasi Kurang
Penghentian Asat dari Penggunaan 29.877.200

Saldo per 31 Desember 2021 1.841.179.553

Akumilast Penyusutan s.d 31 Desember 2021 (1.714.246.937)

Milai Buku 31 Desember 2021 125,932 616

Pembelian 3 (unit) PC. Unit senilai Rp. 37.500.000,-
Transfer Masuk buku senilai Rp. 357.209
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap berupa UPS sebanyak 1 (satu) unit

Penghentian Aset dari Penggunaan per 31 Desember 2021 di Pengadilan Agama

Padang Panjang terdiri dari :

1. 1 (satu) buah Mesin Hitung Elektronik, senilai Rp 300.000,-

2. 1 (satu) buah Tabung Pemadam Api, senilai Rp 40.000,-

3. 1 (satu) buah Papan Visual/ Papan Nama, senilai Rp 1.498.000,-
4. 1 (satu) unit Televisi, senilai Rp. 3.800.000,-

5. 1 (satu) unit UPS, senilai Rp. 2.534.000,-

6. 2 {dua) unit PC, senilai Rp. 19.967.200,-

7. 2 (dua) unit Printer, senilai Rp. 1.738.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan

ni.
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Gedung dan
Bangunan ; Rp
2.835.182.000

Aset Tetap

Lainnya: Rp
47.003.84%9

C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021
senilai Rp.2.835.182.000 dan 31 Desember 2020 senilai Rp. 2.835.182.000, yaitu
sebesar Rp 2.835.182.000.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desamber 2020 2:835.182.000
[Tidak ada mutasi tambah kurang]

Safdo per 31 Desember 2021 2,835,182.000

Akumulasi Penyusiutan s.d 31 Desember 2021 (311,283,575}

Nilai Buliu 31 Desember 2021 2.523 898.425

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan

Keuangan ini.

C24. AsetTetap Lainnya
Aset Tetep Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai
perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp. 47.003.849
dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp46.646.640.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Seldo per 31 Desember 2020 46.646.640

Saldo per 31 Desember 2021

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021

Nilai Buku 31 Desember 2021
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Akumulasi
Penyusuton Asef
tetop - Rp
(2.025.530.512)

Aset
Lainnya: Rp
o

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember
2020 adalah masing-masing Rp (2.025.530.512) dan Rp (1.897.643.425).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan
berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 disajikan sebagai

berikut:

Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupioh)

Akumulasi
Uraian Nilai Perolehan Nifai Buku
Penyusutan

1 Peralatan dan Mesin 1.841.179.553 1.714.246.937 126.932.616
2 Gedung dan Bangunan 2.835.122 000 811.2B8.575 2.523.898.425
3 Aset Tetap Lainnya A47.003.849 0 47.003.849

Jumlah 4.723.365.402 2.025.530.512 2.697.839.890

C.3. AsetLainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka
panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan

pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pada Pengadilan Agama Padang Panjang, Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020 masing-masing adalah sebesar RpOdan Rp 0.

Tabel 23 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021
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Akumufasi
Penyusutan dan
Amortisosi Aset

Lalmnye :
Rp (54.143.200)

Kewajiban
Jangko Pendek -
fp 2.321.900

Agama Padang Panjang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak ada mutasi nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 selain pertambahan

penyusutan:

Saldo per 31 Desember 2020 o

futasi Tambah 27.343.200
Salda per 31 Desambar 2021 27.343.200

Akumulasi Penyusistan s.d 31 Desember 2021 27.343.200

Nilat Buliu 30 Juni 2021 o

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akurnulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnye per 31 Desember 2021 dan
31 Desember 2020 sebesar Rp (54.143.200) dan Rp (26.800.000). Rincian Akumulasi
Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupich)

W ITEN akumulasi _|'h=:-'|-,,.'u‘i|.,|1'ar.."
Aset lain-lain Milai Buku

Perotehan Armortisasi

1.  Asettak berwujud 26.800.000 ~ 26.300.000 0

Z. Aset lain-lain 27.343.200 27,343,200 L

Jumiah Total 54.143.200 54.143.200

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
masing-masing adalah sebesar Rp 2.321.900 dan Rp 1.961.738. Kewajiban Jangka
Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam

waktu kurang dari 12 {dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Padang Panjang per 31
Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :
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Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(delom satuan Rupiah)

Uraian TA 2021

Utang Kepada Pihak Ketiga 2.321.900

Uang Muka darl KPPN 0 0

Iumlah 2.321.900 1.961.738

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada  Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
Pihak Ketiga:

Rp2.321.900  masing-masing adalah sebesar Rp 2.321.900 dan Rp 1.961.738. Utang kepada Pihak

Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang
harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12

{dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Padang Panjang per tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian
1. Air 748.000 442.500
2. Listrik 1.518.490 1.385.328
2. Telepan 55.410 55.410
4. Pos o 78.500

2.321.900 1.861.738

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Uang M”"";“: ~ saldo U;ﬁi Muka dari KPPI-\I-ber 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-
K >

R0  masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang

persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang

muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada
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tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di

Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKuitas

Ekuitas:
Rp
10.388.147.323

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar
Rp10.288.147.323 dan Rp 10.489.279.330. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

T’;‘;’; 3-:: Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

adalah sebesar Rp 1.5%1.368 dan Rp 1.856.596. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 28 Rincian PNBP 31 Desember TA 2021 dan 2020
{dalam satuan Rupiah)

Nalk/

Uraian TA 2021 TA 2020 Turun

%)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, (14,29)

dan Bangunan

Total Pendapatan 581, . 59 (14,29}

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa

rumah dinas yang berasal dari 1 (satu) unit yang dihuni oleh ketua.

D.2. Beban Pegawai

FGW"P'-'W::; Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020
2.031.162.594  adalah masing-masing sebesar Rp 2.031.161.594 dan Rp 2.032.724.763. Beban
Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai vang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupich)

Uraian Th 2021 TA 2020 Nailk [Turun)
Belanja Gaji Pokok PNS 951.626,380 912.950.800 38.635.580 4,23
Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.278 12.711 2.567 20,19
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D.3.

Beban
Persediaan : Rp
17.221.350

D.4.

Beban Borong
dan Jasa - Rp
579.730.133

Belanja Tunj. Suami/flstri PNS 69.543.700 66,986,090 2.557,610 381
Belanja Tunj. Anak PNS 27.541.436 26.406.918 1.134.518 4,29
Belanja Tunj. Struktural PNS 28.140.000 28.140,000 o 0
Belanja Tunj. Fungsional PNS 652.235.000 704.845.000 (56.610.000) 7.6
Belanja Tunj. PPh PNS 69.914.230 81.506.684 (11.592.404) {14,22)
Belanja Tunj. Beras PN5S 61.991.520 51.897.560 9.993.960 19,22
Belanja Uang Makan PNS 163.374.000 152.624.000 10.750.000 7.04
Beianja Tunjangan Umum PNS 6,780,000 7.215.000 (435.000) (6,02)

Total Belanja Brutto 2.031.161.559 2.032.724.763 [1.563.169} {0.07)

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desemer 2021 dan
2020 adalah masing-masing sebesar Rp 17.221.350 dan Rp 17.803.750. Beban
Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang
habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun
tidak dipasarkan. Penurunan beban persediaan disebabkan pembebanan dan

penganggaran belanja barang persediaan belum maksimal dilaksanakan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan

2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020
{datam satuan Rupiah)

Uraian 203 TA 2020 Maik (Turun)

Beban Persediaan Konsumsi 17.221.350 17.803.750 (582 400) 327

Total Beban Persediaan 17.221.350 17.803.750 (582.400)

Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban lasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
adalah masing-masing sebesar Rp 579.730.133 dan Rp 534.498.328. Beban barang
dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan
alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban ini

disebabkan meningkatnya beban masing-masing akun terutama pada langganan
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listrik yang memang adanya kenaikan harga tarif dasar listrik.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020

{dalam satuan Ruplah)
Uraian TA 2020 Maik({Turun)
Beban Belanja Barang Operasional 433,839,117 432.476.951 1.362.166 0,31
Beban Belanja Barang Non Operasional 4.033.500 Q 4.033.500) (o)

Penanganan Covid 19

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.477.000 1.645.000 (168.000) {10,21)
Baban Belanja Barang Operasional Penanganan 3.702.00 2.631.000 1.021.000 38.08
Covid 19

Beban Honor Operasional Satuan Kerja 46,200,000 46,200,000 0 Le]
Beban Barang Operasional Lainnya 38.152.000 23.388.300 14.763.700 63,12
Beban Langganan Listrik 17.686.596 16.868.618 817.978 4,84
Beban Langganan Telepon 664.920 1.141.256 (476.339) (41,73)
Beban Langganan Alr 6. 285.500 4.847.200 1.437.800 29,66
Beban Sewa 27.620.000 5.250.000 22.440.000 427,42

Total Beban Jasa i 138 534.495.328

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban  Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

Pemeliharagn:

fip222.332.801  adalah masing-masing sebesar Rp 222.332.801 dan Rp 245.353.896. Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset
tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban
pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah

sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuwan Rupiah)

Uraian TA 2021 Maik (Tuwrun)

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 114.243.000 130.171.346 (15.928.348) {12,23)

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 0 3.605.000 ([3.605.000) (100,00}
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D.6.

Beban
Perjelonan
Dings : Rp
73.610.000

D.7.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
155.230.287

Pananganan Pandemi Covid 19

Baban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.300.000 28.298.600 1.400 0,00
Lainnya
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.297.501 60.848.100 3.449.401 5.66

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 15.492.300 22.430.850 (6.938,550) (30,93)

Total Bebhan Pemeliharaan 222.332.801 245.353.896 (23.021.095)

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan
2020 adalah masing-masing sebesar Rp 73.610.000 dan Rp 77.301.600. Beban
tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan TA 2020
{dalam satuan Rupiah)

Uraian D21 TA 2020 Nalk{Turun)

Beban Perjalanan Biasa 77.301.600 (3.691.600)

Total Beban Perjalanan Dinas 73,610,000 77.301.600 (3.691.800)

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pericde yang berakhir pada 31
Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 155.230.287 dan Rp
193.984.424, Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi
digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak
berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rinclan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020
(dolam sotuan Rupiah)

Uralan TA 2021 TA 2020 MNaik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 84,556,735 124.810.296 [40.253.561) {32,25)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 69.174.127 £9.174.128 {1} 0,00
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Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak 1.499.425 o 1.499.425 0,00

digunakan dalam operasional pemerintah

Total Beban Penyusutan 155.230.287 193.984.424 (38.754.137) (19,98)

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplusdari  pog Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban
Kegiatan Non

Operosional :

oy yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang
tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020
{dalam satwon Rupiah)

Uraian TA 2021 TA 2020 Maik (Turun) %

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar o o o
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar [} (1] 0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 1]

Sul &ri kegiatan non o ional lainnya a 15.800 (100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional 1] 583.600 (100}
Lainnya
Baban dari kegiatan non operasional o 567.800 {100}

Total surptus/ (Defisit) dari kegiatan Non

Dperasional
15.200

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya bersumber dari Pendapatan
penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp 583.600. Sedangkan bebannya bersumber dari

Beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp 567.800.

Pendapatan/ beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian
persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan

muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First in First Qut (FIFO).
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E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1.

Ekuitas Awal :

Rp
10.489.279.330

E2.

surplus{defisit}
LO:Rp
{3.077.694.797)

E.3.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesal
ahan Mendasar
Koreksi Yang
Menambah/Me
ngurangi
Ekultas:

Rp.0

E.4.

Transaksi Antaor
Entitas : Rp
2.976.562.79%0

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar
Rpl10.489.279.330 dan Rp 10.649.998.361.

Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
adalah sebesar Rp (3.077.694.797) dan Rp (3.099.794.365). Defisit LO merupakan
selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non

operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tahun 2020 ini
koreksi yang terjadi pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang
Panjang berupa Koreksi Atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai

Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain.

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan
2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.976.562.790 dan Rp 2.940.931.930.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 36 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021

(dalam satuon Rupich)
Transaksi Antar Entitas - HET

Diterima dari Entitas Lain (1.591.368) |
|
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E.4.1.

E.5.

Ekuitas Akhir ;
Rp
10.388,147.323

Ditagihkan ke Entitas Lain © 2.977.796.949 |
Transfer Masuk 5 2% (MR " T

Jumlah |  2.976.562.790 |

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas
atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode
hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp (1.591.368) sedangkan DKEL sebesar
Rp2.977.796.948.

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-
masing sebesar Rp 10.388.147.323 dan Rp 10.489.279.330.
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F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan

dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Laporan Keuangan periode berjalan maupun atas laporan

keuangan tahun yang lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Terdapat 1 rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional
Pengadilan Agama Padang Panjang dengan kode BA.ES1 005.01 (Badan Urusan
Administrasi), vaitu : rekening nomor 653244019621000 atas nama BPG 011
PENGADILAN AGAMA 01 PDG PANJANG BRI CABANG PADANG PANJANG pada
Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
dengan saldo per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00. Rekening ini sudah
memperoleh izin pembukaan dari KPPN Bukittinggi dengan nomor KPPN
5-896/WPB.12/KP.08/2021 tanggal 24-05-2021.

F.2.3. Revisi DIPA

Terdapat 3 kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang

selama semester | Tahun 2020. Uraian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Revisi | tanggal 11 Februari 2021 dengan DS nomor 3539-8443-6970-8244
dilakukan karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA.

2. Rewvisi Il tanggal 14 April 2021 dengan DS nomor 3539-8443-6970-8244 dilakukan
karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA.

3. Revisi lll tanggal 10 Juli 2021 dengan DS nomor 3539-8443-6970-8244 dilakukan
karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA,

4. Revisi IV tanggal 06 Oktober 2021 dengan DS nomor 3539-8443-6970-8244

dilakukan karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA.
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5. Revisi V tanggal 18 Nopember 2021 dengan DS nomor 8100-5015-4017-5178

dilakukan untuk revisi Gaji.
6. Revisi VI tanggal 07 Oktober 2021 dengan DS nomor 8100-5015-4017-5173

dilakukan karena perubahan rencana penarikan/rencana penerimaan hal 3 DIPA,

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Agama Padang Panjang tidak ada melakukan ralat SPM dalam periode

tahun 2021.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan yang perlu dicantumkan dalam pos ini.
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